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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM 81 TAHUN 2013 

TENTANG 
PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI  

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERHUBUNGAN, 

Menimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan penataan manajemen 
kepegawaian, dan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi 
serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 
struktural dalam setiap satuan organisasi, perlu 
menetapkan Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan 
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian 
Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
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2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 1411); 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 90); 

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 
2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi 
Transportasi Darat; 

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 
2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi 
Penerbangan Indonesia; 

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi 
Teknik dan Keselamatan Penerbangan; 

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut; 

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 78 Tahun 
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan; 

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran; 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat; 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran di Sorong; 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

